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ABSTRAK 

RAHMAT FIDIANTO HIDAYATULLAH, 2023. Kontribusi Pajak Hiburan dalam 
Meningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Karya Tulis Ilmiah (KTI) 
Program Studi D-III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Rustan dan Pembimbing 
II Muhaimin. 
  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi 
Pajak Hiburan dalam Meningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar 
dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan observasi. 

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hiburan terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar masih tergolong sangat kurang, dimana 
rata-rata persentase kontribusi pajak hiburan Kota Makassar di tahun 2019-2022 
hanya sebesar 1,8% pertahunnya. 

 
Kata Kunci: Kontribusi, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah. 
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ABSTRACT 

RAHMAT FIDIANTO HIDAYATULLAH, 2023. The Contribution of 
Entertainment Tax in Increasing Regional Original Revenue of Makassar City. 
Scientific Writing (KTI) D-III Tax Study Program, Faculty of Economics and 
Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Advisor I Rustan 
and Advisor II Muhaimin. 

The purpose of this research is to find out how big the contribution of the 
entertainment tax is in increasing the original regional income of the city of 
Makassar by using qualitative methods. Data collection techniques used in this 
study were interview and observation techniques. 

The results of this study indicate that the contribution of entertainment tax 
to Makassar City's own-source revenue is still very low, where the average 
contribution percentage for entertainment tax for Makassar City in 2019-2022 is 
only 1.8% per year. 
 

Keywords: Contribution, Entertainment Tax, Local Own Revenue.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

   Bagi penduduk di setiap daerah, pajak memiliki peran yang unik dalam 

setiap pengeluaran pembangunan daerah, sehingga harus terus dikelola dengan 

pengetahuan dan kesadaran akan kewajiban pajak. Dalam pembangunan daerah, 

kewenangan telah didelegasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

untuk memungkinkan mereka memajukan daerahnya.  

 Tujuannya adalah untuk memperkuat ikatan negara dengan masyarakat 

sehingga publik dapat melihat langsung tindakan pemerintah. Oleh karena itu, kota 

harus dapat menemukan sumber keuangan untuk kebutuhan keuangan negara dan 

pembangunan daerah. Ketika pemerintahan Orde Baru berkuasa, ibu kota provinsi 

Sulawesi Selatan bernama Ujung Pandang, dan baru pada masa reformasi kota yang 

menjadi pusat ekonomi kawasan timur Indonesia ini kembali ke nama 

tradisionalnya Makassar. Kota terbesar kedua di luar Jawa, setelah Medan, 

mengandalkan sektor jasa untuk menggerakkan perekonomiannya. Beberapa 

tempat seperti Pantai Losari dan Benteng Rotterdam menjadi tempat wisata yang 

penting. Tak heran, penerimaan pajak daerah didominasi oleh sektor jasa.

 Menurut Peraturan Daerah Kota makassar No 3 Tahun 2010, Pajak Daerah, 

adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau 

Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  
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 Di Indonesia, otonomi daerah yang diresmikan pada tanggal 1 Januari 2001 

memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan dan memajukan 

daerahnya. Sebagai pemegang lisensi, tugas anda adalah bertindak secara optimal 

agar pembangunan daerah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemilik 

wewenang harus pintar saat meneliti aliran pendapatan. Pemerintah harus mampu 

mengidentifikasi kemungkinan sumber pendanaan dalam menjalankan.

 Perubahan kebijakan pengelolaan daerah menjadi dasar bagi pemerintah 

daerah untuk mencari cara untuk menghasilkan pendapatan daerahnya sendiri, dan 

pajak daerah juga mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pembiayaan 

kebutuhan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah kota harus dapat lebih 

baik memetakan sumber daya keuangan mereka, terutama untuk mendukung 

pengeluaran pemerintah daerah sehubungan dengan pelaksanaan manajemen dan 

pembangunan. 

 Aliran pendapatan daerah yang memungkinkan harus digali dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal, satu di antaranya 

adalah pajak daerah yang sejak lama menjadi salah satu sumber pendapatan asli 

daerah (PAD) yang sangat penting.  Dengan Undang-Undang Pajak dan Retribusi 

Daerah Nomor 28 Tahun 2009, pemilik agensi memiliki banyak hak finansial dalam 

yurisdiksinya. 

 Pajak daerah yang tumbuh seiring dengan perkembangan komponen sektor 

jasa dan pariwisata adalah pajak hiburan. Pajak hiburan termasuk dalam golongan 

pajak daerah yang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan pendapatan dasar 

daerah dan merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan secara 
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bebas untuk berbagai keperluan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan 

daerah. Pajak hiburan dapat mengacu pada pajak tidak langsung. Dalam hal ini, 

pemilik/pengusaha jamuan adalah badan yang memungut penerimaan pajak dan 

membayarkannya kepada badan yang berwenang menerima penerimaan pajak. 

 Adanya pemaksaan dalam memungut pajak daerah karena didukung oleh 

suatu dasar hukum sehingga  yang memiliki wewenang bisa memutuskan apakah 

akan menggunakan penghasilan dari jenis pajak tersebut atau tidak. Untuk hasil 

terbaik, mentalitas masyarakat, pemungut pajak, dan semua orang yang terlibat 

dalam pengumpulan harus mematuhi undang-undang dan peraturan tentang pajak 

daerah dan biaya daerah.  

Hal ini memerlukan pemahaman masyarakat agar memiliki kemauan dan 

kesadaran untuk membantu negara asalkan pemungutannya didasarkan pada dasar 

hukum yang jelas. Dengan demikian, potensi penerimaan pajak hiburan dapat 

benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) dan 

mendukung kesesuaian antara tujuan yang ditetapkan pemerintah dengan realisasi 

penerimaan pajak hiburan, sehingga menghasilkan peningkatan penerimaan pajak

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian 

terhadap judul dalam karya ini–Kontribusi Pajak Hiburan Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.  

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah dalam penelitian ini, yaitu: “Bagaimana dan seberapa besar kontribusi 

pajak hiburan di Kota Makassar?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengukur seberapa besar kontribusi 

pajak hiburan di Kota Makassar. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan 

pemahaman, pengetahuan dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya. 

2. Otoritas pajak yang berwenang juga dapat menggunakannya sebagai 

informasi yang berguna untuk lebih meningkatkan pendapatan pajak bisnis 

di masa mendatang. 

3. Dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai pedoman atau referensi 

tambahan untuk bahan penelitian sejenis.  
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BAB II  

TINJAUAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Pajak 

Menurut UU No 28 Tahun 2007 Undang-Undang perpajakan, Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di bawah ini adalah beberapa 

definisi ahli untuk mendefinisikan pajak, antara lain: 

1) Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro 

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat 

dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai 

pembangunan. 

2) Menurut Dr. Soeparman Soemahamidja 

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh 

penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi 

barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. 

a. Jenis-Jenis Pajak 

 Jenis-jenis pajak berdasarkan golongan, sifat dan lembaga 

pemungutnya adalah : 

1) Menurut Golongannya 
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a) Pajak langsung, yaitu pajak yang terutang oleh wajib pajak sendiri dan 

tidak dapat dialihkan kepada orang lain. contoh: Pajak penghasilan. 

b) Pajak tidak langsung, pajak yang dapat dialihkan kepada orang lain. 

contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 

2) Menurut Sifatnya  

a) Pajak subjektif, merupakan pajak yang berdasar pada subjeknya, yang 

memperhatikan keadaan wajib pajak. Sebagai contoh: Pajak 

Penghasilan. 

b) Pajak objektif, adalah pajak berdasarkan objek yang tidak 

memperhitungkan keadaan wajib pajak. Sebagai contoh: Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah. 

3) Menurut lembaga pemungutannya 

a) Pajak pusat, merupakan pajak yang di pungut oleh negara dan 

digunakan untuk keperluan negara. Sebagai contoh: Pajak 

Pertambahan Nilai. 

b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah. Beberapa pajak 

daerah adalah: 

(1) Pajak Provinsi, contohnya : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

(2) Pajak Kabupaten atau Kota, contoh : Pajak Hotel dan Pajak 

Hiburan. 
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b. Fungsi Pajak 

Fungsi pajak menurut Resmi (2011:3), adalah : 

1) Fungsi Penerimaan (Budgetair) 

Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai 

seluruh kegiatannya. 

2) Fungsi Mengatur (Reguler) 

Pajak merupakan instrumen untuk menguasai atau menggunakan 

kekuasaan negara dalam bidang sosial dan ekonomi. 

2. Pajak Daerah 

Menurut Siahaan, pajak daerah adalah pembayaran wajib yang dipungut 

daerah dari orang pribadi atau masyarakat tanpa imbalan secara langsung dan 

dapat dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak daerah adalah 

pajak yang dikembangkan oleh pemerintah daerah, provinsi, dan daerah yang 

menghasilkan pendapatan daerah dan dimasukkan dalam anggaran pendapatan 

dan belanja. 

a. Jenis-Jenis Pajak Derah  

 Menurut Perda Kota Makassar pasal 2 tahun 2010, Pajak daerah 

yang dipungut oleh provinsi terdiri atas 5 jenis pajak : 

1) Pajak kendaraan bermotor; 

2) Bea balik nama kendaraan bermotor; 

3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; 

4) Pajak air permukaan; dan 
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5) Pajak rokok. 

 Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota mencakup 11 jenis pajak, 

yaitu: 

1) Pajak hotel; 

2) Pajak hiburan; 

3) Pajak hiburan; 

4) Pajak reklame; 

5) Pajak penerangan jalan; 

6) Pajak mineral bukan logam dan batuan; 

7) Pajak parkir; 

8) Pajak air tanah; 

9) Pajak sarang burung walet; 

10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan 

11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

b. Fungsi Pajak Daerah 

 Berikut fungsi pajak daerah antara lain: 

1) Pilar utama menjaga otonomi pemerintah daerah. 

2) Sebagai sumber pembiayaan yang sangat penting dalam pembiayaan 

pembangunan daerah. 

 Dari tugas-tugas yang disajikan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pengenalan pajak daerah merupakan pilar terpenting untuk menjaga 

otonomi daerah dan sumber pendanaan yang memungkinkan. 
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3. Pajak Hiburan  

Adapun pengertian pajak hiburan menurut Peraturan Daerah Kota 

Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (11), (12), dan (13) tentang pajak 

hiburan dijelaskan sebagai berikut: “Pajak hiburan adalah pajak atas 

penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, 

permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 

Tempat hiburan adalah persil atau bagian persil baik terbuka maupun tertutup 

yang digunakan untuk menyelenggarakan hiburan”. 

a. Subjek Pajak Hiburan 

 Subjek pajak hiburan menurut Peraturan Pajak Daerah Kota 

Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi: “Subjek 

pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pajak 

hiburan”.  

 Dapat disimpulkan bahwa subjek pajak hiburan adalah orang pribadi 

atau badan yang menonton dan menyenangi suatu hiburan dan membayar 

atas hiburan tersebut. 

b. Objek Pajak Hiburan 

 Objek pajak hiburan menurut Peraturan Daerah Kota Makassar 

Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi: “Objek pajak hiburan  

adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya”. 

 Penyelenggaraan hiburan yang dimaksud diatas dikecualikan 

terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga 

sosial yang tidak untuk kepentingan komersil.  
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 Berdasarkan objek pajak hiburan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

objek pajak hiburan ialah jasa penyelenggaraan hiburan yang dilakukan oleh 

orang pribadi atau badan diluar pemerintah dan lembaga sosial dengan 

dipungut biaya atas hiburan tersebut. Yang termasuk objek pajak hiburan 

yaitu: 

1) Tontonan film;  

2) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 

3) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 

4) Pameran; 

5) Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; 

6) Sirkus, akrobat, dan sulap; 

7) Permainan bilyar, golf, dan bowling; 

8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; 

9) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness 

center); dan 

10) Pertandingan olahraga. 

c. Wajib Pajak Hiburan 

 Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 

Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Wajib pajak hiburan adalah 

orang pibadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan”. 

 Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak hiburan ialah orang pribadi 

atau badan yang mengadakan atau mendirikan hiburan tersebut. 
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d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan  

 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 

Pasal 20 dan Pasal 21 berbunyi “Dasar pengenaan pajak hiburan adalah 

jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh 

penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang dimaksud sudah termasuk 

potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa 

hiburan”. 

 Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 “Tarif pajak 

hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). 

Khusus untuk hiburan berupa pegelaran busana, kontes kecantikan, 

diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan 

mandi uap/spa, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus hiburan 

kesenian rakyat/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen)”. Sehingga 

besarnya pokok tarif pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak hiburan. 

e. Kontribusi Pajak Hiburan 

  Menurut KBBI, pengertian kontribusi adalah pemberian, sedangkan 

secara umum pengertian kontribusi adalah sesuatu yang diberikan kepada 

suatu sebab atau golongan dengan tujuan tercapainya tujuan dari sebab atau 

golongan tersebut. Pajak hiburan digunakan untuk menentukan seberapa 

besar pengaruh pajak hiburan terhadap PAD. Untuk menentukan bagian 

kontribusi, pendapatan pajak hiburan untuk periode tertentu dan pendapatan 

PAD untuk periode tertentu dibandingkan. Semakin tinggi skornya, semakin 
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besar peran pajak hiburan dalam PAD. Sebaliknya, jika hasil 

perbandingannya terlalu kecil, berarti peran pajak hiburan dalam PAD juga 

kecil. Adapun rumus untuk menghitung kontribusi pajak hiburan: 

 

 

 

 

Keterangan:  

X = Kontribusi Pajak Hiburan 

Y = Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan 

Z = Realisasi Pendapatan Asli Daerah  

n = Tahun (periode) 

Tabel 2.1 Klasifikasi Pengukuran Kontribusi 

Presentase Kriteria 

0 – 10% Sangat Kurang 

10,10% -20% Kurang 

20,10% - 30% Sedang 

30,10% - 40% Cukup 

40,10% - 50% Baik 

> 50% Sangat Baik 

(Sumber: Depdagri Kemendagri) 

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pengertian PAD menurut Djamud Kertabudi ialah : “Pengertian 

pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang di peroleh daerah 

dari sumbersumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan 

undang-undang.” (2007:2).   

X = 
𝑌𝑛

𝑍𝑛
  x 100% 
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Pendapatan daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang bertujuan 

untuk memberikan kewenangan kepada kota madya untuk membiayai 

pelaksanaan kerjasama pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan 

daerahnya masing-masing dalam bentuk desentralisasi. 

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, 

pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang 

undangan. 

Dalam era otonomi daerah, penting mencari cara untuk mengarahkan 

pendapatan daerah secara optimal agar tidak tergantung pada negara untuk 

membiayai seluruh kegiatan daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat 

mengelola pelaksanaan pembangunan daerah dengan sebaik-baiknya dengan 

mencari sumber pendanaan daerah dan menggunakannya sebagai pendapatan 

awal daerah.. 

B. Kerangka Konseptual  

 Negara memiliki pendapatan, salah satu sumber pendapatan adalah pajak. 

Pentingnya pajak dalam pemerintahan atau bisnis adalah bahwa pajak merupakan 

sumber pendapatan bagi pemerintah. Diharapkan dengan adanya peluang tersebut, 

penerimaan pajak setiap negara akan lebih optimal sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan, karena pajak sangat membantu setiap pembangunan nasional yang 

dilakukan secara bertahap dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, 

ketika dana untuk melakukan pembangunan tidak mencukupi, sebagian besar dana 
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pembangunan negara kita berasal dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, baik 

pemerintah maupun masyarakat memiliki kewajiban untuk menyadari bahwa 

membayar pajak itu penting. Pajak yang dipungut oleh negara merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah terbesar, baik negara maupun daerah. 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah penerimaan pajak 

hiburan efektif atau tidak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota 

Makassar. Pendapatan daerah berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dan 

penelitian ini lebih menekankan pada pajak daerah khususnya pajak hiburan. 

Kerangka konseptual yang digunakan dalam merumuskan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konsep 

C. Metode Pelaksanaan Penelitian 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota 

Makassar yang berlokasi di Jl. Urip Sumohardjo No. 8, Maccini, Kecamatan. 

Panakkukang, Kota Makassar 90232. Penelitian ini telah dilakukan selama 1 

(satu) bulan yaitu pada bulan Juni 2023.  

Kontribusi Pajak Hiburan 
Pendapatan Asli Daerah 

kota Makassar 
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2. Teknik Pengumpulan Data  

a. Wawancara 

Teknik pengumpulan data melalui wawancara adalah metode yang 

efektif untuk memperoleh informasi yang mendalam dan spesifik dari 

informan, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

berkomunikasi langsung antara peneliti dan informan dengan tujuan untuk 

memperoleh informasi. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka, 

telepon, atau melalui media online. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi ini berfungsi untuk mengumpulkan data sekunder 

tentang objek penyelidikan. Dalam penelitian ini data sekunder berupa 

dokumen data yang membandingkan target dan realisasi penerimaan pajak 

hiburan dengan realisasi penerimaan PAD pada Badan Pendapatan Daerah 

Kota Makassar periode 2019-2022. Informasi sekunder ini berasal dari 

dokumen tertulis yang sudah tersedia di Kantor Bapenda Kota Makassar. 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

 Data primer adalah informasi yang dibuat oleh peneliti dengan 

tujuan tertentu untuk memecahkan masalah penelitian. Peneliti sendiri 

mengumpulkan data langsung dari sumber atau tempat pertama 

dilakukannya penelitian yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. 
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b. Data Sekunder 

 Dalam penelitian ini sumber informasi sekunder adalah buku, jurnal, 

artikel dan website yang berhubungan dengan penelitian yang akan 

dilakukan untuk memecahkan masalah penelitian. 

4. Teknik Analisis Data 

Peneliti sendiri menggunakan metode penelitian kualitatif, karena 

metode ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum tentang objek 

penelitian. Menggunakan penelitian kualitatif, peneliti mencoba untuk 

menggambarkan masalah dan mengusulkan solusi. Rancangan penelitian 

kualitatif diawali dengan pengumpulan data berupa pernyataan lisan yang 

diambil langsung dari buku, jurnal dan kuesioner. 

Peneliti juga menentukan informasi apa yang dibutuhkan untuk 

menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Ada beberapa alat pengumpulan 

data dalam penelitian ini, antara lain mengambil informasi dari jurnal, 

observasi, dan dokumen. Peneliti merumuskan spesifikasi dengan cara yang 

berdampak pada alat dan sumber data yang dihasilkan dalam penelitian. 

Informasi yang diperoleh peneliti masih merupakan data mentah karena 

peneliti hanya menggunakan beberapa cara untuk mengetahui pokok-pokok 

penelitian. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti memperoleh 

jawaban atas masalah yang diselidiki dalam konteks setiap topik penelitian 

secara keseluruhan. 
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BAB III  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Sejarah Singkat 

Dinas Perpajakan Kota, Dinas Pemasaran, Dinas Air Minum dan Dinas 

Perpajakan Daerah setingkat Makassar didirikan dengan SK Walikota No. 

155/Kep/A/V/1973 tanggal 24 Mei 1973, dan juga terdapat Inspektorat Kendaraan 

Bermotor. sub biro dan kantor sub administrasi. 

Walikota Daerah Tingkat Menengah II Ujung Pandang Nomor 

74/S.Kep/A/V/1977 tanggal 1 April 1977 berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam 

Negeri No.3/12/43 tanggal 9 September 1975 nomor keu/22.3.33 tentang Badan 

Pelayanan Pajak Daerah Kota Ujung  Pandang memutuskan untuk bertransformasi 

menjadi pelayanan pajak daerah, yang kemudian menjadi unit yang menangani 

sumber daya ekonomi daerah seperti pelayanan pajak dan pasar. Sub bagian 

pelayanan dan pelelangan serta seluruh sub pelayanan satuan pendapatan daerah 

yang tercantum dalam satuan tersebut dilebur menjadi satu unit kerja Dinas 

Pendapatan Daerah Ujung Pandang Tingkat II pada saat Kota Ujung Pandang 

menjadi Kota Makassar, dengan nama Dinas Pendapatan Daerah Ujung Pandang. 

Layanan diubah menjadi Dinas Pendapatan Kota Makassar dan Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Makassar diubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 

pada tahun 2016. 

Visi : 

“Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Yang Optimal Online Terpadu” 
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Misi : 

1. Penerapan manajemen yang optimal berbasis teknologi terpadu dan 

terintegrasi. 

2. Implementasi sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas di 

departemen masing-masing. 

3. Penguatan manajemen, koordinasi pengelolaan pendapatan dan keuangan. 
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B. Struktur Organisasi, Job Description 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BAPENDA Kota Makassar 

  

Plt. Kepala Badan  

 

Kelompok 

Jabatan Fungsional 
Sekretaris 

 

Subag Perencanaan 

dan Pelaporan  Subag Keuangan  
Subag Umum dan 

Kepegawaian 

 

BidangPendaftaran 

dan Pendataan  

Bidang Pendaftaran 

dan  Pendataan 
Bidang Pajak Daerah II 

 

Bidang Koordinasi, Pengawasan dan 

Perencanaan  

Harryman Herdianto,S.STP,M.AP 

Sub BidangPendataan 

Wilayah I 

 

Sub Bidang Restoran, 

Mineral badan Sarang 

Burung Walet  

Sub Bidang Hotel 

dan Air Bawah 

Tanah  

   Sub Bidang Koordinasi, 

Perencanaan dan Regulasi  

Sub BidangPendataan 

Wilayah II 

 

Sub Bidang Hiburan dan Pajak 

Penerangan Jalan  

Sub Bidang Penagihan 

Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah  
   

Sub BidangReklame, Parkir 
dan Retribusi Daerah  

Sub Bidang Pengolahan Data 

dan Informasi 

   

Sub Bidang Penetapan, 

Pembukuan dan Pelaporan Pajak     

Sub Bidang Pembinaan, 

Pengawasan dan Penindakan  
   

Sub Bidang Penetapan, 

Pembukuan dan Pelaporan 

Pajak dan Retribusi Daerah  

UPTD Pajak Bumi 

Bangunan 

 

Kepala UPTD BPHTB  

Tata Usaha UPTD-PBB Tata Usaha UPTD-BPHTB 
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Berdasarkan bagan organisasi diatas, adapun uruaian tugas jabatan badan 

pendapatan daerah Kota Makassar yaitu: 

1) Kepala Badan. 

Pasal 4, tugas kantor pajak tertinggi adalah mendukung walikota dalam 

pelaksanaan tugas-tugas pendukung administrasi negara di bidang keuangan di 

bidang tanggung jawab daerah. 

2) Sekretariat.  

Pasal 5, tugas Sekretariat adalah mengoordinasikan pelaksanaannya 

Tugas, pelatihan dan pelayanan administrasi untuk semua unit organisasi 

lembaga. 

3) Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan.  

Pasal 6, tugas Bagian Perencanaan dan Pelaporan adalah menyiapkan 

bahan koordinasi, penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana program 

kerja serta melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Badan. 

4) Sub bagian Keuangan. 

Pasal 7, tugas sub bagian keuangan adalah mengurus pengelolaan 

keuangan dan pembukuan. 

5) Sub bagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 8, Bagian umum dan sumber daya manusia bertanggung jawab untuk 

mengelola urusan umum, korespondensi, masalah anggaran, hubungan 

masyarakat, dokumentasi dan inventarisasi dan sumber daya manusia. 

 

 



21 
 

 

6) Bidang Pendaftaran dan Pendataan.  

Pasal 9, Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, 

ekstensifikasi dan pengembangan potensi serta rancang bangun dan 

pengembangan pengolahan data dan informasi pengelolaan pajak daerah dan 

retribusi daerah. 

7) Sub bidang Pendataan Wilayah I. 

Pasal 10, Sub bidang Pendataan Wilayah I mempunyai tugas melakukan 

kegiatan pelayanan administrasi Pendaftaran, Pendataan, intensifikasi, 

ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak 

daerah dan retribusi daerah wilayah I, meliputi Kecamatan Makassar, 

Mamajang, Mariso, Rappocini, Tallo, Tamalate, Ujung Pandang dan Wajo. 

8) Sub bidang Pendataan Wilayah II. 

Pasal 11, Sub bidang Pendataan Wilayah II mempunyai tugas melakukan 

kegiatan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, 

ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak 

daerah dan retribusi daerah wilayah II, meliputi Kecamatan Biringkanaya, 

Bontoala, Manggala, Panakkukang, Tamalanrea, Ujung Tanah, Kepulauan 

Sangkarang. 

9) Sub bidang Pengolahan Data dan Informasi  

Pasal 12, Sub bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas 

melakukan pelayanan administrasi verfikasi dan validasi data wajib pajak dan 
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retribusi daerah, penetapan dan pengukuhan wajib pajak, penerbitan NPWPD, 

pengolahan data dan informasi serta rancang bangun pengembangannya. 

10) Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah. 

Pasal 13, Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, 

keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak I meliputi 

Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet, 

Pajak Parkir dan penataan objek Pajak Reklame serta Retribusi Daerah. 

C. Hasil Penelitian  

1. Data Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pungutan yang dilakukan 

berdasarkan pendapatan daerah. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah 

Kota Makassar dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) tersebut, dan perkembangan didalam menunjang pelaksanaan 

pembangunan serta jalannya roda pemerintahan di Kota Makassar. Berikut 

tabel pendapatan pertahun PAD Kota Makassar. 

Tabel 3.1 Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2019-2022 

Berdasarkan tabel diatas, bisa dilihat bagaimana Pendapatan Asli 

Daerah Kota Makassar pada tahun 2019 sampai tahun 2022, di mana pada 

Tahun  Anggaran Realisasi % 

2019 Rp. 1.624.776.235.586 Rp. 1.303.316.337.553 80,22% 

2020 Rp. 1.144.166.180.881 Rp. 1.078.328.561.269 94,25% 

2021 Rp. 1.326.375.011.303 Rp. 1.140.328.483.697 85,97% 

2022 Rp. 1.715.032.322.000 Rp. 1.410.813.774.025 82,26% 
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tahun 2019, persentase yang didapatkan ialah 80,22% dengan anggaran sebesar 

Rp. 1.624.776.235.586 dan yang terealisasikan sebesar Rp. 1.303.316.337.553. 

Kemudian pada tahun 2020, persentase yang didapatkan ialah 94,25% dengan 

anggaran sebesar Rp. 1.144.166.180.881 dan yang terealisasikan sebesar Rp. 

1.078.328.561.269. Lalu pada tahun 2021, persentase yang didapatkan ialah 

85,97% dengan anggaran sebesar Rp. 1.326.375.011.303 dan yang 

terealisasikan sebesar Rp. 1.140.328.483.697. Terakhir, data pada tahun 2022, 

persentase yang didapatkan ialah 82,26% dengan anggaran sebesar Rp. 

1.715.032.322.000 dan yang terealisasikan sebesar Rp. 1.410.813.774.025. 

2. Data Pendapatan Pajak Hiburan Kota Makassar 

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan 

adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang 

dinikmati dengan dipungut bayaran. Berikut ini tabel pendapatan Pajak 

Hiburan di Kota Makassar selama empat (4) tahun terakhir. 

Tabel 3.2 Pendapatan Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2019-2022 

Tahun 

Anggaran 
Target Realisasi % 

2019 Rp. 77.000.000.000 Rp. 40.227.621.280 52,24% 

2020 Rp. 30.000.000.000 Rp. 14.435.494.763 48,12% 

2021 Rp. 28.000.000.000 Rp. 9. 534.978.993 34,05% 

2022 Rp. 49.999.800.000 Rp. 29.054.837.880 58,11% 

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Bapak Andi Manggabarani 

sebagai Kasubid Pajak Hiburan dan Penerangan Jalan BAPENDA Kota 

Makassar, di mana beliau menerangkan bahwa: “Pajak hiburan telah 
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terealisasikan selama empat tahun terakhir. Kami menentukan target pajak 

hiburan berdasarkan dari realisasi tahun-tahun sebelumnya.” 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Pajak Hiburan Kota 

Makassar, di mana pada tahun 2019 target yang ingin di capai sebanyak Rp. 

77.000.000.000  namun yang ter-realisasi hanya Rp. 40.227.621.280 dengan 

persentase mencapai 52,24%. Di tahun 2020 target yang ingin di capai hanya 

sebanyak Rp. 30.000.000.000 dan yang ter-realisasi hanya Rp. 14.435.494.763 

dengan persentase mencapai 48,12%. 

Pada tahun 2021 target yang ingin di capai sebanyak Rp. 

28.000.000.000 namun yang ter-realisasi hanya Rp. 9.534.978.993 dengan 

persentase sebesar 34,05%. Ada juga hasil wawancara dengan Bapak Andi 

Manggabarani sebagai Kasubid Pajak Hiburan dan Penerangan Jalan 

BAPENDA Kota Makassar yang menjelaskan bahwa: “Kita sempat mengalami 

fluktuasi akibat adanya pandemi dari wabah covid-19 pada tahun 2020 sampai 

tahun 2021. Lalu kami reborn dimulai pada tahun 2022.” 

Kemudian pada tahun 2022  target yang ingin di capai sebanyak Rp. 

49.999.800.000 dan yang ter-realisasi hanya Rp. 29.054.837.880 dengan 

persentase mencapai 58,11%. Hasil wawancara dengan Bapak Andi 

Manggabarani sebagai Kasubid Pajak Hiburan dan Penerangan Jalan 

BAPENDA Kota Makassar juga menyampaikan tentang: “Adapun upaya yang 

kami lakukan untuk meningkatkan pendapatan pajak khususnya pada Pajak 

Hiburan dengan menciptakan aplikasi Pajak Terintegrasi dan Terdigitalisasi 

(PAKINTA) dengan sistem perpajakan yang bisa melakukan pembayaran 
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melalui aplikasi, walaupun pada tahun ini kami masih dalam tahap 

pengembangan. Kami juga melakukan Uji Petik setiap enam bulan sekali untuk 

mencocokkan pelaporan pajak dengan yang terjadi di lapangan.” 

3. Analisis Kontribusi Pajak Hiburan dalam Pendapatan Asli Daerah Kota 

Makassar 

Pajak Hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar dihitung 

dengan membandingkan pajak hiburan dengan jumlah penerimaan pendapatan 

asli daerah dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Kontribusi =  
Pendapatan Pajak Hiburan

Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 x 100% 

 

Tahun 2019 =  
Rp.  40.227.621.280

Rp.  1.303.316.337.553
 x 100 = 3,08% 

 

Tahun 2020 =  
Rp.  14.435.494.763

Rp.1.078.328.561.269
 x 100 = 1,3% 

 

Tahun 2021 = 
Rp.  9.534.978.993

Rp.1.140.328.483.697
 x 100 = 0,8% 

 

Tahun 2022 = 
Rp.  29.054.837.880

Rp.1.410.813.774.025
 x 100 = 2,05% 

Hasil analisis kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Makassar 
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Tabel 3.3 Kontribusi Pajak Hiburan dalam PAD Kota Makassar 

Tahun 

Anggaran 
Realisasi Total PAD % Keterangan 

2019 Rp. 40.227.621.280 Rp. 1.303.316.337.553 3,08% Sangat Kurang 

2020 Rp. 14.435.494.763 Rp. 1.078.328.561.269 1,3% 
Sangat Kurang 

2021 Rp. 9. 534.978.993 Rp. 1.140.328.483.697 0,8% Sangat Kurang 

2022 Rp. 29.054.837.880 Rp. 1.410.813.774.025 2,05% Sangat Kurang 

Dari Tabel 3.3 di atas terlihat bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar pada tahun 2019 sebesar 

3,08%. Pada tahun 2020 kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kota 

Makassar hanya 1,3% saja. Kemudian pada tahun 2021 kontribusi Pajak 

Hiburan terhadap PAD Kota Makassar hanya 0,8%. Lalu pada tahun 2022 

kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Makassar sebesar 2,05%. 

D. Pembahasan 

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelengaraan hiburan. Hiburan adalah 

semua jenis tontona, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati 

dengan dipungut bayaran. Tempat hiburan adalah persil atau bagian dari persil baik 

terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan hiburan. 

Berdasarkan rumusan masalah maka dalam penelitian ini akan dibahas satu hal 

pokok yaitu kontribusi Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

Kota Makassar. Hasil analisis yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, dapat 

dilihat bahwa kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Kota Makassar dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan setiap tahun dan 

meningkat pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat pada tabel 3.3 

dimana kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2019 
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sebesar 3,08%, kemudian menurun di tahun 2020 sebesar 1,3% diakibatkan adanya 

wabah covid-19, lalu pada tahun 2021 hanya sebesar 0,8% dikarenakan wabah 

covid-19 masih berlanjut dan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM) membuat kontribusi pajak hiburan menurun dari tahun 

sebelumnya, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 

sebesar 2,05%. Sehingga  dapat disimpulkan Kontribusi Pajak Hiburan dari tahun 

2019-2022 terhadap peningkatan PAD di Kota Makassar masih tergolong sangat 

kurang.  

Hal yang menyebabkan kurangnya kontribusi pajak hiburan di Kota Makassar 

adalah kurangnya tempat-tempat hiburan di Kota Makassar. Tempat hiburan di 

Kota Makasssar masih sangat kurang jika dibandingkan dengan kota-kota besar 

lainnya di Indonesia, bisa dibilang tempat-tempat hiburan di Kota Makassar dapat 

dihitung jari. Contohnya yaitu tontonan bioskop hanya ada 6 (enam) di Makassar. 

Lalu penyebab lainnya adalah wabah covid-19 pada tahun 2020 sampai dengan 

tahun 2022 yang membuat segala aktivitas dan kegiatan ekonomi Global terhambat, 

dan pada saat itu pemerintah menghimbau agar tidak membuat keramaian guna 

untuk mencegah penyebaran covid-19. Banyak tempat hiburan di Kota Makassar 

terpaksa tutup selama adanya wabah tersebut, karena tempat hiburan identik dengan 

keramaian. Hal tersebutlah yang membuat kurangnya pajak hiburan di Kota 

Makassar pada Tahun 2020 sampai 2022 dibandingkan sebelum adanya wabah 

covid-19. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dampak penerimaan pajak hiburan terhadap 

pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar tahun 2019-2022 

tidak menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Dilihat secara selama 

empat tahun terakhir, rata-rata kontribusi pajak hiburan pada peningkatan 

pendapatan asli daerah dikategorikan tidak cukup memberikan kontribusi, tidak 

terjadinya peningkatan pada Pajak Hiburan disebabkan karena adanya wabah 

covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 

Dilihat dari hasil analisis kontribusi penerimaan Pajak Hiburan terhadap 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota makassar, rata-rata kontribusi 

yang diberikan Pajak Hiburan pada Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019-2022 

dikategorikan tidak mempunyai kontribusi yang besar dengan rata-rata pertahun 

1,8%. 

B. Saran 

Disarankan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar agar upaya 

untuk memungut pajak hiburan perlu ditingkatkan guna dapat meningkatkan 

kontribusinya ke PAD Kota Makassar.  

Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar juga secara rutin melakukan 

pendekatan dengan wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak akan 

tanggung jawabnya untuk membayar pajak secara tepat waktu dan benar. 

BAPENDA juga diharapkan dapat memberikan sanksi yang berat kepada wajib 
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pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak menaati peraturan yang 

diterapkan oleh BAPENDA.   
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LAMPIRAN II 

DAFTAR PERTANYAAN 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah target Pajak Hiburan terealisasikan 

selama empat tahun terakhir? 

 

2. Bagaimana cara penentuan target dari Pajak 

Hiburan? 

 

3. Apakah ada kendala selama proses penerimaan 

Pajak Hiburan? 

 

4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh 

BAPENDA dalam meningkatkan penerimaan 

Pajak Hiburan? 
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